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o Sampalkan Empat Raperda Strategis

KAYONG TRIBUN - Bupati
Kayong Utara, Romi Wijaya,
menghadiri dan menyampai-
kan dua agenda penting da-
lam Rapat Paripurna DPRD
- Kabupaten Kayong Utara,
yang berlangsung di Ruang
Rapat DPRD Kabupaten
Kayong Utara, pada Selasa
(24/06/2025).

Dalam rapat ini, Bupati
Kayong Utara menyampai-
kan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang

| Pertanggungjawaban Pe-
' laksanaan APBD Tahun
| Anggaran 2024 dan empat
Raperda usulan Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025.
Dalam pidatonya, Bupati
Kayong Utara, Romi Wija-
' ya menyampaikan keem-
pat raperda tersebut, yang
mencerminkan komitmen
Pemerintah Daerah dalim
memperkuat tata kelola,
lpelayanan publik, dan arah
pembangunan jangka mene-
ngah hingga jangka panjang
“Keempat Ré&perda” ini
‘kami pandang sangat stra-
tegis—untuk mendukung
penyelenggaraan pemerin-
tahan dan pembangunan
daerah secara lebih tertib,
l terarah, serta sesuai dengan
| perkembangan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku,” ujar Bupati Romi
dalam sambutannya.
Dimana Empat Raperda
yang disampaikan, pertama
Raperda tentang Bangunan
Gedung Pemerintah Kabu-
paten menilai perlunya pe-
nyesuaian terhadap regulasi
'nasional terbaru, khusus-
|nya pasca diterbitkannya
' UU Nomor 6 Tahun 2023

2621 ‘menggantikan regula-
si sebelumnya.

Raperda ini disusun un-
tuk menciptakan penyeleng—

dan PP Nomor 16 Tahun

N

Kami harap pro-
ses pembahasan
RTRW ini bisa
selesai tepat waktu
sesuai ketentuan
yang berlaku

Romi Wijaya
Bupati Kayong Utara
garaan barngunan gedung
yang tertib secara adminis-
tratif dan teknis, sekaligus
menjamin keamanan, ke-
nyamanan, serta kesesuaian

* lingkungan.
Kedua, Raperda tentang

Rencana Tata Ruang Wi-
layah- (RTRW) Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2025-
2044 menyusul ditetapkan-
nya Perda Provinsi Kalbar

Nomior 8 Tahun 2024 ten-

tang RTRW Provinsi, maka
RTRW Kabupaten perlu di-
sesuaikan agar selaras dan
mendukung pengembangan
wilayah secara terintegrasi.

“Kami harap proses pem-
bahasan RTRW ini bisa se-
lesai tepat waktu sesuai ke-
tentuan yang berlaku,” kata
Bupati Romi.

Ketiga, Raperda tentang -

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2025-2029. Ra-
perda ini, merupakan tin-
dak lanjut dari Perda RPJPD
2025-2045 yang telah dite-

pkan sebelumnya.

RPJMD ini, menjadi pedo-

man arah kebijakan pemba-

 Kabupaten Kayong
Utara sc,lama lima tahun
kepe: pinan Bupati dan
Wakil Bupati terpilih periode

2025-2029.

“RPJMD ini adalah ben-
tuk komitmen kami dalam
menjalankan visi dan misi
pembangunan daerah. Pe-
netapannya paling lambat
enam bulan setelah pelan-
tikan kepala daerah, dan
tentu memerlukan sinergi
kuat bersama DPRD," tegas
Romi.

Keempat, Raperda ten-
tang Penyertaan Modal
pada Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat
Tahun 2026-2030. Penyer-
taan modal ini, merupakan
tindak lanjut dari Perda se-
belumnya, sekaligus bagian
dari penyesuaian atas peru-
bahan bentuk hukum Bank
Kalbar menjadi Perseroda,
sebagaimana diatur dalam
PP Nomor 54 Tahun 2017.

“Kami berharap proses
pembghasannya dapat ber-
langsung secara terarah, fo-
kus, dan sesuai koridor hu-
kum, demi terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati
Romi juga penyampaian Ra-
perda Pertanggungjawaban
APBD merupakan bentuk
pelaksanaan kewajiban kon-
stitusional sebagaimana dia-
tur dalam PP Nomor 12 Ta-
hun 2019 dan Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020.

Ia juga menyampaikan
apresiasi atas dukungan
seluruh jajaran dalam mem-
pertahankan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK RI untuk keempat
kalinya secara berturut-
turut.

“Predikat WTP ini adalah
keberhasilan bersama yang
patut kita syukuri. Ke depan,
kita harus terus meningkat-
kan kualitas pengelolaan dan
penyajian laporan keuangan
tegas Bupati. (*/rhd)
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